
 

 

 

 

 

 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

NOMOR 22 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR DI BAWAH REKTOR 

 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa dinamika perkembangan kelembagaan, kebutuhan 

penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penyesuaian 

tata kelola unsur di bawah Rektor Universitas Negeri 

Surabaya memerlukan penataan organisasi dan tata kerja 

unsur di bawah Rektor Universitas Negeri Surabaya; 

b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 

8 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di 

Bawah Rektor Universitas Negeri Surabaya perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan penataan organisasi, 

perubahan nomenklatur, pembentukan direktorat, serta 

penyesuaian tugas dan fungsi beberapa unsur di bawah 

Rektor; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perubahan Atas 

Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Organisasi 



- 2 - 

dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri 

Surabaya; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri 

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6825); 

4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri 

Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang 

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 

Tahun 2022-2027; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 

TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR 

DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA. 

   

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor Rektor 

Nomor 8 Tahun 2026 Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Di Bawah 

Rektor Negeri Surabaya diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 156 

(1) Badan Pengelola Usaha terdiri atas: 

a. Wakil Kepala; 

b. Divisi Aset; 

c. Divisi Pengembangan dan Promosi Usaha; 

d. Divisi Pengelola Usaha; 

e. Divisi Pelayanan Kesehatan Kampus; 

f. Seksi Pembinaan, Pemasaran, dan Pemonitoran; 

g. Seksi Operasional dan Aset; dan 

h. Seksi Umum dan Administrasi. 

(2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. Wakil Kepala Bidang Bisnis; dan 

b. Wakil Kepala Bidang Asrama dan Aset. 

 

2. Ketentuan Pasal 181 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 181 

Seksi Umum dan Administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 156 ayat (1) huruf h mempunyai tugas 

membantu Badan Pengelola Usaha dalam pelaksanaan 

urusan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, kerumahtanggaan, layanan administrasi 

usaha, serta pengelolaan data dan informasi pada Badan 

Pengelola Usaha. 

 

3. Ketentuan Pasal 182 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 182 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 181, Seksi Umum dan Administrasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja 

dan anggaran Badan Pengelola Usaha; 



- 4 - 

b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi umum, 

ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; 

c. penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan 

dan kepegawaian; 

d. penyiapan bahan layanan administrasi kegiatan 

usaha; 

e. penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, dan 

dokumentasi Badan Pengelola Usaha; 

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan pelaksanaan administrasi Badan Pengelola 

Usaha; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 

dan/atau atasan langsung. 

 

4. Ketentuan Pasal 220 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 220 

(1) Direktorat yang berada di bawah koordinasi Wakil 

Rektor Bidang I terdiri atas:  

a. Direktorat Pendidikan dan Transformasi 

Pendidikan; 

b. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni; dan  

c. Direktorat Inovasi Pembelajaran Digital.  

(2) Direktorat yang berada di bawah koordinasi Wakil 

Rektor Bidang II terdiri atas:  

a. Direktorat Keuangan;  

b. Direktorat Aset;  

c. Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan dan 

Reformasi Birokrasi;  

d. Direkorat Sumber Daya Manusia; 

e. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu 

Strategis; 

f. Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja. 

(3) Direktorat yang berada di bawah koordinasi Wakil 

Rektor Bidang III terdiri atas: 
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a. Direktorat Inovasi, Pemeringkatan dan Publikasi 

Ilmiah;  

b. Direktorat UNESA Science Center; dan  

c. Direktorat UNESA Smart Sustainability Campus.  

(4) Direktorat yang berada di bawah koordinasi Wakil 

Rektor Bidang IV terdiri atas: 

a. Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan 

Pelaporan;  

b. Direktorat UNESA Global Engagement;  

c. Direktorat Teknologi Informasi & Komunikasi;  

d. Direktorat Humas, Informasi Publik, dan 

Protokoler; dan  

e. Direktorat Branding dan Marketing. 

 

5. Ketentuan Pasal 233 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 233 

Subdirektorat Pembelajaran terdiri atas:  

a. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran;  

b. Seksi Kelas Internasional; dan  

c. Seksi Mata Kuliah Wajib Kurikulum. 

 

6. Diantara Pasal 236 dan Pasal 237 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 236A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 236A 

(1) Seksi Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  233 huruf c mempunyai tugas 

membantu Subdirektorat Pembelajaran dalam 

menyiapkan bahan untuk mengelola dan 

mengembangkan mata kuliah wajib kurikulum. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Seksi Mata Kuliah Wajib Kurikulum 

menyelenggarakan fungsi:  

a. menyiapkan bahan pengelolaan mata kuliah wajib 

kurikulum; 
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b. menyiapkan bahan perancangan kebijakan mata 

kuliah wajib kurikulum;  

c. menyiapkan bahan implementasi mata kuliah 

wajib kurikulum;  

d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi mata 

kuliah wajib kurikulum;  

e. menyiapkan bahan laporan pengelolaan dan 

pengembangan mata kuliah wajib kurikulum; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

7. Diantara Pasal 237 dan Pasal 238 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 237A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 237A 

(1) Seksi Pembukaan dan Penutupan Program Studi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2) 

mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi, 

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi teknis 

pembukaan dan penutupan program studi di 

lingkungan pendidikan tinggi dalam rangka menjamin 

kesesuaian kurikulum, mutu pembelajaran, dan 

kebutuhan strategis pendidikan nasional. 

(2) Seksi Pembukaan dan Penutupan Program Studi 

menyelenggarakan fungsi:  

a. menyiapkan bahan penyusunan kurikulum awal 

dalam usulan pembukaan program studi yang 

relevan dengan standar nasional dan kebutuhan 

dunia kerja; 

b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan 

fakultas dan pemangku kepentingan dalam 

proses pengusulan pembukaan dan penutupan 

program studi; 

c. menyiapkan bahan analisis kelayakan akademik 

pembukaan program studi, penutupan program 

studi, penggabungan khususnya dari sisi 
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kesiapan kurikulum, SDM, dan Sarana 

Prasarana; 

d. menyiapkan bahan verifikasi dokumen 

pembelajaran pada usulan pembukaan program 

studi (CP, CPL, struktur kurikulum, capaian 

pembelajaran, dll); 

e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi 

kebijakan teknis kepada pimpinan terkait 

pembukaan atau penutupan program studi 

berdasarkan aspek pembelajaran; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi dampak pembukaan/penutupan 

program studi terhadap mutu pembelajaran di 

fakultas dan perguruan tinggi; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja 

lain untuk pemenuhan akreditasi minimum 

sebagai syarat minimal pendirian program studi; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan 

administrasi pembukaan dan penutupan 

program studi/fakultas; 

i. menyiapkan bahan fasilitasi dokumen 

persyaratan pendirian Prodi, penutupan, 

perubahan nomenklatur baik secara internal 

institusi maupun eksternal; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan 

asistensi teknis terkait kebijakan pembukaan 

dan penutupan program studi berbasis 

kebutuhan masyarakat dan industri; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

8. Di antara Pasal 250 dan Pasal 251 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 250A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 250A 

(1) Seksi Pengembangan Karir Mahasiswa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 245 huruf b mempunyai tugas 
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membantu Subdirektorat Kesejahteraan, Karir, dan 

Alumni dalam penyiapan bahan pengelolaan dan 

pengembangan layanan karir mahasiswa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Pengembangan Karir Mahasiswa 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan program 

pengembangan karir mahasiswa; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan layanan 

pengembangan karir mahasiswa; 

c. penyiapan bahan fasilitasi kesiapan kerja dan 

pengembangan kompetensi karir mahasiswa; 

d. penyiapan bahan koordinasi dengan fakultas, 

program studi, alumni, dan mitra kerja; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan karir, 

pelatihan, dan pembekalan memasuki dunia 

kerja; 

f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi 

layanan pengembangan karir mahasiswa; 

g. penyiapan bahan penyusunan laporan 

pengembangan karir mahasiswa; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

9. Ketentuan Pasal 258 huruf a dihapus, sehingga Pasal 258 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 258 

Direktorat Keuangan terdiri atas: 

a. Subdirektorat Perbendaharaan; dan 

b. Subdirektorat Akuntansi, Pelaporan, dan Perpajakan. 

 

10. Pasal 259 dihapus. 

11. Pasal 260 dihapus. 

12. Pasal 261 dihapus. 

13. Ketentuan Pasal 270 diubah, sehingga Pasal 270 berbunyi 

sebagai berikut: 
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Pasal 270 

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Aset dibantu oleh 

Subdirektorat Pengelolaan, Operasional, dan Inventarisasi 

Aset. 

 

14. Di antara Pasal 270 dan Pasal 271 disisipkan 3 (tiga) Pasal, 

yakni Pasal 270A, Pasal 270B, dan Pasal 270C sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 270A 

Subdirektorat Pengelolaan, Operasional, dan Inventarisasi 

Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 mempunyai 

tugas membantu Direktorat aset dalam pengelolaan, 

operasional, dan inventarisasi aset UNESA. 

 

Pasal 270B 

Subdirektorat Pengelolaan, Operasional, dan Inventarisasi 

Aset menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang 

pengelolaan, operasional, dan inventarisasi aset; 

b. pelaksanaan dan pengembangan program kerja yang 

sesuai dengan perencanaan aset UNESA; 

c. pelaksanaan koordinasi peningkatan nilai aset; 

d. pelaksanaan administrasi , dokumentasi, pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan aset; 

e. pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset; 

f. pelaporan atas evaluasi kinerja hasil program kerja aset;  

g. penyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip tata 

kelola perguruan tinggi yang baik; 

h. perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;  

i. penyusun pedoman teknis penggunaan sarana dan 

prasarana kampus; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 

dan/atau atasan langsung. 

 

Pasal 270C 
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Subdirektorat Pengelolaan, Operasional, dan Inventarisasi 

Aset terdiri atas: 

a. Seksi Pengelolaan Aset;  

b. Seksi Operasional Aset; dan  

c. Seksi Inventarisasi Aset. 

 

15. Ketentuan Pasal 271 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 271 

(1) Seksi Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 270C huruf a mempunyai tugas membantu 

Subdirektorat Pengelolaan, Operasional, dan 

Inventarisasi Aset dalam urusan pengelolaan Aset. 

 

16. Ketentuan Pasal 272 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 272 

(1) Seksi Operasional Aset sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 270C huruf b mempunyai tugas membantu 

Subdirektorat Pengelolaan, Operasional, dan 

Inventarisasi Aset dalam urusan pelaksanaan 

operasional aset UNESA. 

 

17. Ketentuan Pasal 273 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 273 

(1) Seksi Inventarisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 270C huruf c mempunyai tugas melakukan 

pencatatan, pengumpulan data, pembaharuan data 

aset milik UNESA. 

 

18. Ketentuan Pasal 275 huruf b dihapus, sehingga Pasal 275 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 275 

Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi 

Birokrasi terdiri atas:  
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a. Subdirektorat Hukum;  

b. dihapus; 

c. Subdirektorat Reformasi Birokrasi;   

d. Subdirektorat Advokasi; dan 

e. Seksi Tata Laksana dan Kearsipan. 

 

19. Pasal 278 dihapus. 

20. Pasal 279 dihapus. 

21. Ketentuan Pasal 280 diubah, sehingga Pasal 280 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 280 

(1) Seksi Tata Laksana dan Kearsipan mempunyai tugas 

membantu Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan 

Reformasi Birokrasi dalam dalam hal melaksanakan 

ketatausahaan dan kearsipan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Ketatausahaan dan Kearsipan 

menyelenggarakan fungsi membantu: 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program 

kerja dan penganggaran bidang ketatausahaan dan 

kearsipan;  

b. penyiapan bahan penghimpunan bahan untuk 

pengkajian peraturan di bidang ketatausahaan dan 

kearsipan;  

c. penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi 

pedoman tata naskah dinas yang diterapkan 

selingkung UNESA;  

d. penyiapan bahan pelaksanaan pembagian tugas dan 

memberi pengarahan kepada staf sesuai tugasnya; 

e. penyiapan bahan Pemonitoran proses pelayanan, 

informasi, dan distribusi persuratan secara online 

menggunakan sisitem informasi persuratan e-office;  

f. penyiapan bahan pemberian pelayanan, informasi, 

dan distribusi persuratan secara offline dari lembaga 

pihak ekternal maupun internal UNESA; 
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g. penyiapan bahan Pemonitoran proses persuratan 

secara tepat dan akurat; 

h. penyiapan bahan kegiatan menghimpun dan 

mengkaji peraturan di bidang ketatausahaan dan 

kearsipan;  

i. pengurusan persuratan dan kearsipan;  

j. persiapan pengiriman dan penyerahan arsip statis 

kepada arsip nasional;  

k. reproduksi dan reprografi arsip dan dokumen 

penting;  

l. pelaksanaan penyusutan arsip; 

m. penyiapan bahan pemonitoran proses penyimpanan 

dokumen dan surat di bidang ketatausahaan; 

n. penyiapan bahan penyusunan laporan sebagai 

pertanggung jawaban kepada atasan; dan  

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur 

 

22. Ketentuan Pasal 289 diubah, sehingga Pasal 289 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 289 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya 

Manusia dibantu oleh Subdirektorat Manajemen dan 

Layanan Sumber Daya Manusia. 

 

23. Diantara Pasal 289 dan Pasal 290 disisipkan 3 (tiga) Pasal, 

yakni Pasal 289A, Pasal 289B, dan Pasal 289C sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 289A 

Subdirektorat Manajemen dan Layanan Sumber Daya 

Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan, 

pengembangan, dan penatausahaan sumber daya 

manusia. 

 

Pasal 289B 
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Subdirektorat Manajemen dan Layanan Sumber Daya 

Manusia menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 

dan pengadaan sumber daya manusia UNESA; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan dan 

pengembangan sumber daya manusia UNESA; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengangkatan, 

promosi, pembinaan, dan pemberhentian pegawai 

UNESA; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan penilaian 

kinerja dan pemberian penghargaan pegawai UNESA; 

e. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan 

sistem informasi kepegawaian UNESA; 

f. penyiapan bahan pengembangan kompetensi pegawai 

UNESA; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan 

dan/atau atasan langsung. 

 

Pasal 289C 

Subdirektorat Manajemen dan Layanan Sumber Daya 

Manusia terdiri atas: 

a. Seksi Perencanaan, Mutasi, dan Evaluasi;  

b. Seksi Pengembangan Karir, Data dan Informasi; dan  

c. Seksi Pengembangan Talenta dan Penghargaan. 

 

24. Ketentuan Pasal 290 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 290 

(1) Seksi Perencanaan, Mutasi, dan Evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 289C huruf a mempunyai tugas 

membantu Subdirektorat Manajemen dan Layanan 

Sumber Daya Manusia dalam urusan perencanaan, 

mutasi, dan evaluasi SDM. 

(2) Dalam menjankan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Perencanaan, Mutasi, dan Evaluasi 

menyelenggarakan fungsi:  



- 14 - 

a. penyiapan bahan dalam pemetaan kualifikasi 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

b. penyiapan bahan untuk pengkajian rencana 

kebutuhan pegawai UNESA; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan mutasi pegawai; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pegawai; 

e. penyiapan bahan penyusunan laporan sebagai 

pertanggung jawaban kepada atasan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

25. Ketentuan Pasal 291 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 291 

(1) Seksi Pengembangan Karir, Data dan Informasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289C huruf b 

mempunyai tugas membantu Subdirektorat 

Manajemen dan Layanan Sumber Daya Manusia 

dalam urusan pengembangan karir, data, dan 

informasi SDM. 

(2) Dalam menjankan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Pengembangan Karir, Data dan Informasi 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan dalam pemetaan dan 

pelaksanaan pengembangan karir pegawai 

UNESA; 

b. pelaksana pengembangan layanan sistem 

informasi kepegawaian UNESA; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan data 

kepegawaian UNESA; 

d. pelaksanaan proses pelayanan terkait informasi 

SDM; 

e. penyiapan bahan penyusunan laporan sebagai 

pertanggung jawaban kepada atasan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 
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26. Ketentuan Pasal 292 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 292 

(1) Seksi Pengembangan Talenta dan Penghargaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289C huruf c 

mempunyai tugas membantu Subdirektorat 

Manajemen dan Layanan Sumber Daya Manusia 

dalam urusan pengembangan talenta, suksesi, dan 

sistem penghargaan. 

(2) Dalam menjankan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Seksi Pengembangan Talenta dan Penghargaan 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan pengelolaan dan 

pengembangan talenta pegawai; 

b. penyiapan bahan untuk urusan penilaian kinerja 

dan pemberian penghargaan pegawai; 

c. penyiapan bahan pengembangan mekanisme 

sistem penghargaan pegawai; 

d. bahan pelaksanaan pembagian tugas dan 

memberi pengarahan kepada staf sesuai 

tugasnya; 

e. penyiapan bahan penyusunan laporan sebagai 

pertanggung jawaban kepada atasan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

27. Ketentuan Pasal 293 huruf b dihapus, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 293 

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis 

terdiri atas: 

a. Subdirektorat Pencegahan, Penanganan Kekerasan, 

dan Isu Strategis; dan 

b. Subdirektorat Mitigasi Crisis Center. 
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28. Ketentuan Pasal 294 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 294 

(1) Subdirektorat Pencegahan, Penanganan Kekerasan, 

dan Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

293 huruf a merupakan unit organisasi Direktorat 

Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis yang 

melaksanakan urusan pencegahan, penanganan 

kekerasan, dan isu strategis. 

(2) Subdirektorat Pencegahan, Penanganan Kekerasan, 

dan Isu Strategis dipimpin oleh Kepala Subdirektorat 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur. 

 

29. Ketentuan Pasal 295 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 295 

(1) Subdirektorat Pencegahan, Penanganan Kekerasan, 

dan Isu Strategis mempunyai tugas menyiapkan 

bahan pengembangan dan pengelolaan pencegahan, 

penanganan kekerasan, dan isu strategis.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Subdirektorat Pencegahan, Penanganan 

Kekerasan, dan Isu Strategis menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

pencegahan,  penanganan kekerasan, dan isu 

strategis;  

b. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi tata 

kelola pencegahan penanganan kekerasan, dan 

isu strategis;  

c. penyiapan bahan pelaksanaan layanan 

pencegahan, penanganan kekerasan, dan isu 

strategis;  
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d. penyiapan dukungan administrasi 

pengembangan dan pengelolaan pencegahan, 

penanganan kekerasan, dan isu strategis; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

30. Ketentuan Pasal 296 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 296 

Subdirektorat Pencegahan, Penanganan Kekerasan, dan 

Isu Strategis terdiri atas: 

a. Seksi Prevensi dan Intervensi; dan 

b. Seksi Ideologi dan MBBN. 

 

31. Ketentuan Pasal 297 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 297 

(1) Seksi Prevensi dan Intervensi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 296 huruf a mempunyai tugas 

membantu Subdirektorat Pencegahan, Penanganan 

Kekerasan, dan Isu Strategis dalam urusan prevensi 

dan intervensi pencegahan, penanganan kekerasan, 

dan isu strategis. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Prevensi dan Intervensi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan pelaksanaan prevensi 

pencegahan kekerasan dan isu strategis; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan intervensi 

penanganan kekerasan dan isu strategis; 

c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan 

prevensi dan intervensi dengan unit kerja 

terkait; 

d. penyiapan bahan layanan pendampingan awal 

terhadap permasalahan kekerasan dan isu 

strategis; 
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e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan prevensi dan intervensi; 

f. penyiapan bahan penyusunan laporan 

pelaksanaan prevensi dan intervensi; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

32. Ketentuan Pasal 298 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 298 

(1) Seksi Ideologi dan MBBN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 296 huruf b mempunyai tugas 

membantu Subdirektorat Pencegahan, Penanganan 

Kekerasan, dan Isu Strategis dalam urusan ideologi 

dan MBBN. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Ideologi dan MBBN 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ideologi 

dan MBBN; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan program 

penguatan ideologi dan MBBN; 

c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan 

kegiatan ideologi dan MBBN dengan unit kerja 

terkait; 

d. penyiapan bahan pengelolaan data dan 

informasi pelaksanaan program ideologi dan 

MBBN; 

e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program ideologi dan MBBN; 

f. penyiapan bahan penyusunan laporan 

pelaksanaan urusan ideologi dan MBBN; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

33. Pasal 299 dihapus. 
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34. Pasal 300 dihapus. 

35. Pasal 301 dihapus. 

36. Ketentuan Pasal 304 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 304 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat 

Mitigasi Crisis Center dibantu oleh Seksi Etik dan 

Bimbingan Konseling   dan Seksi Kebencanaan dan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

 

37. Pasal Diantara Pasal 304 dan Pasal 305 disisipkan 2 (satu) 

Pasal, yaitu Pasal 304A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 304A 

(1) Seksi Etik dan Bimbingan Konseling dalam 

membantu Subdirektorat Mitigasi Crisis Center 

mempunyai tugas memberikan bimbingan etik dan 

konseling akademik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Etik dan Bimbingan Konseling 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Etik 

dan Bimbingan Konseling;  

b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kode 

etik dan bimbingan konseling;  

c. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan urusan etik dan bimbingan 

konseling;  

d. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan 

pengelolaan pelayanan urusan etik dan 

bimbingan konseling; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

38. Di antara Pasal 305 dan Pasal 306 disisipkan 5 (lima) pasal, 

yakni Pasal 305A sampai dengan Pasal 305E, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 305A 

(1) Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja 

merupakan unsur pengembang dan pelaksana 

tugas strategis di bidang pengelolaan dan apresiasi 

kinerja. 

(2) Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

(3) Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja berada 

di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang II. 

 

Pasal 305B 

(1) Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja 

mempunyai tugas untuk melaksanakan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan 

sistem kinerja dan penghargaan di lingkungan 

universitas, baik bagi dosen maupun tenaga 

kependidikan (Tendik), agar selaras dengan target 

institusi, prinsip akuntabilitas, dan kebijakan 

remunerasi berbasis kinerja.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi 

Kinerja menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan sistem pengelolaan 

kinerja dan penghargaan pegawai; 

2. pengembangan indikator dan instrumen 

penilaian kinerja pegawai; 

3. pengelolaan integrasi data kinerja (sistem 

informasi) dari berbagai unit kerja; 

4. koordinasi perhitungan capaian kinerja dan 

penghargaan (remunerasi) dengan unit kerja 

terkait; 

5. penyusunan laporan periodik capaian kinerja 

dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan 

universitas; 
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6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan 

perbaikan berkelanjutan atas sistem kinerja 

dan penghargaan;  

7. pengembangan sistem kinerja, pelatihan, dan 

pendampingan; dan 

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

Pasal 305C 

Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja Universitas 

Negeri Surabaya, terdiri atas: 

a. Seksi Evaluasi Kinerja Dosen; dan 

b. Seksi Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan. 

 

Pasal 305D 

(1) Seksi Evaluasi Kinerja Dosen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 305C mempunyai tugas membantu 

Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja dalam 

hal pengelolaan kinerja dan penghargaan bagi dosen. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Evaluasi Kinerja Dosen 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan administrasi kinerja dosen; 

b. verifikasi dan validasi data kinerja dosen; 

c. pengolahan skor dan rekapitulasi capaian dosen; 

d. koordinasi dengan fakultas, prodi, dan unit 

terkait; 

e. pendampingan implementasi kebijakan sistem 

kinerja; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

Pasal 305E 

(1) Seksi Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305D 

mempunyai tugas membantu Direktorat Pengelolaan 
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dan Apresiasi Kinerja dalam hal pengelolaan kinerja 

dan penghargaan bagi tendik. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Evaluasi Kinerja Tenaga 

Kependidikan menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan administrasi kinerja tendik; 

b. penyusunan rekapitulasi penilaian kinerja 

tendik; 

c. verifikasi dan validasi dokumen kinerja tendik; 

d. koordinasi dengan unit layanan kepegawaian 

dan keuangan; 

e. pendampingan unit kerja dalam pengisian dan 

pelaporan kinerja tendik; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan dan/atau atasan langsung 

 

39. Ketentuan Pasal 314 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 314 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 314 

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

Subdirektorat Publikasi Ilmiah dan Pengembangan 

Jurnal dibantu oleh Seksi Pengembangan Jurnal dan 

Seksi Indeksasi Jurnal;  

(2) Seksi Pengembangan Jurnal mempunyai tugas 

mengelola dan mengembangkan pelaksanaan 

program di bidang pengembangan jurnal.  

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Seksi Pengembangan Jurnal 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 

bidang pengembangan jurnal;  

b. penyiapan bahan pelaksanaan program 

pengembangan jurnal;  

c. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi 

program pengembangan jurnal;  
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d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

koordinasi pengembangan jurnal;  

e. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan 

dan menganalisis data terkait pengembangan 

jurnal;  

f. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

pemantauan dan evaluasi pengembangan jurnal; 

dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

40. Diantara Pasal 314 dan 315 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu 

Pasal 314A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 314A 

(1) Seksi Indeksasi Jurnal dalam membantu 

Subdirektorat Publikasi Ilmiah dan Pengembangan 

Jurnal mempunyai tugas mengelola dan 

mengembangkan strategi indeksasi dan visibilitas 

jurnal.   

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Indeksasi Jurnal 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 

indeksasi jurnal; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan program 

indeksasi jurnal; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi 

program indeksasi jurnal; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

koordinasi indeksasi jurnal; 

e. menghimpun, mengolah, mendokumentasikan 

dan menganalisis data terkait indeksasi jurnal;  

f. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan 

pemantauan dan evaluasi indeksasi jurnal; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 
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41. Ketentuan Pasal 324 huruf b diubah, sehingga Pasal 324 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 324 

Sekretaris terdiri atas: 

a. Seksi Komersialisasi Produk; dan  

b. Seksi Informasi dan Teknologi Olahraga. 

 

42. Ketentuan Pasal 326 huruf ayat (1) dan ayat (2) diubah, 

sehingga Pasal 326 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 326 

(1) Seksi Informasi dan Teknologi Olahraga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 324 huruf b mempunyai tugas 

membantu Sekretaris dalam hal informasi teknologi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Informasi dan Teknologi Olahraga 

menyelenggarakan fungsi:  

a. administrasi dokumen kebijakan pengelolaan 

informasi teknologi;  

b. administrasi dokumen koordinasi dan evaluasi 

tata kelola informasi teknologi;  

c. administrasi dokumen pelaksanaan layanan dari 

informasi teknologi; dan  

d. administrasi dokumen pengembangan dan 

pengelolaan informasi teknologi. 

 

43. Ketentuan Pasal 351 huruf ayat (1) dan ayat (2) diubah, 

sehingga Pasal 351 berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Kedua Belas 

Direktorat UNESA Smart Sustainability Campus 

 

Pasal 351 

(1) Direktorat UNESA Smart Sustainability Campus memiliki 

tugas untuk mengarahkan, mengelola, dan tata kelola 

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan edukasi, 
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monitoring dan evaluasi, serta inovasi dan teknologi di 

bidang lingkungan. 

(2) Direktorat UNESA Smart Sustainability Campus 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusun kebijakan lingkungan;  

b. perencanaan program keberlanjutan;  

c. pengawasan pengelolaan sumberdaya alam 

kampus;  

d. pengelolaan sumber daya alam kampus;  

e. pelaksana kerja sama dan kolaborasi terkait 

program Smart Sustainability Campus; 

f. inovasi dan pengembangan teknologi ramah 

lingkungan; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 

Smart Sustainability Campus;  

h. penyusunan laporan pelaksanaan program Smart 

Sustainability Campus; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

44. Ketentuan Pasal 352 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 352 

Direktorat UNESA Smart Sustainability Campus terdiri atas: 

a. Subdirektorat Eco-green Lingkungan dan office; dan 

b. Subdirektorat Eco-green Park. 

 

45. Ketentuan Pasal 353 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 353 

(1) Subdirektorat Eco-green Lingkungan dan office 

mempunyai tugas membantu Direktorat Smart 

Sustainability Campus dalam urusan eco-green dan 

office. 

(2) Subdirektorat Eco-green Lingkungan dan office 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. pengelolaan dan pengembangan program 

edukasi lingkungan; 

b. monitoring dan evaluasi program eco-green; 

c. evaluasi dampak dan keberhasilan program 

eco-green; 

d. pengembangan system monitoring dan evaluasi 

program eco-green; 

e. penyusunan laporan dan dokumentasi 

pengelolaan dan pengembangan program eco-

green; 

f. penguatan keterlibatan sivitas akademika; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

 

 

46. Ketentuan Pasal 354 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 354 

       Subdirektorat Eco-green Lingkungan dan office terdiri atas: 

a. Seksi Edukasi Monitoring dan Evaluasi; dan 

b. Seksi Smart Energy. 

 

47. Di antara Pasal 355 dan Pasal 356 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 355A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 355A 

(1) Seksi Smart Energy mempunyai tugas dalam urusan 

pengelolaan program smart energy.  

(2) Seksi Edukasi, Monitoring, dan Evaluasi 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan bahan pengelolaan program smart 

energy;  

b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi program 

smart energy;  
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c. penyiapan bahan evaluasi dampak dan keberhasilan 

program smart energy;  

d. penyiapan bahan pengembangan sistem monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan smart energy;  

e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan 

dokumentasi pengelolaan dan pengembangan 

program smart energy; 

f. penyiapan bahan penguatan smart energy terhadap 

keterlibatan sivitas akademika; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

48. Ketentuan Pasal 356 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 356 

(1) Subdirektorat Eco-green park mempunyai tugas 

membantu Direktorat Smart Sustainability Campus 

dalam urusan eco-green park. 

(2) Subdirektorat Eco-green park menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan dokumen kebijakan dan sosialisasi 

lingkungan; 

b. pengelolaan dan pengembangan sumberdaya 

alam kampus; 

c. pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka 

hijau; 

d. pengembangan dan penerapan teknologi ramah 

lingkungan; 

e. pengembangan system dan infrastruktur 

teknologi berbasis eco green; 

f. sosialisasi penggunaan inovasi teknologi untuk 

lingkungan; 

g. pengembangan kerjasama dan kolaborasi 

dengan industri dan pemerintah; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan dan/atau atasan langsung. 
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49. Ketentuan Pasal 361 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 361 

Direktorat Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan 

terdiri atas:  

a. Subdirektorat Perencanaan;  

b. Subdirektorat Pengembangan Organisasi, 

Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; 

c. Subdirektorat Pelaporan; dan  

d. Subdirektorat Akuntabilitas Kinerja. 

 

50. Ketentuan Pasal 363 huruf b dan c dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 363 

Subdirektorat Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 361 huruf a terdiri atas:  

a. Seksi Program dan Anggaran. 

 

51. Di antara Pasal 370 dan 371 disisipkan 4 (empat) pasal, 

yakni Pasal 370A sampai dengan Pasal 370D, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 370A 

(1) Subdirektorat Pelaporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 361 huruf c mempunyai tugas mengelola 

dan mengembangkan mekanisme pelaporan. 

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

Subdirektorat Pelaporan dibantu oleh Seksi Data, 

Evaluasi, dan Pelaporan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Subdirektorat Pelaporan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan untuk menyusun rencana 

akuntabilitas kinerja; 
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b. penyiapan bahan untuk merumuskan dan 

menyusun kebijakan pelaporan;  

c. penyiapan bahan untuk menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan pelaksanaan program dan 

kegiatan pelaporan;  

d. penyiapan bahan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan pelaporan;  

e. penyiapan bahan penyusunan laporan triwulan 

dan tahunan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

Pasal 370B 

(1) Seksi Data, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

membantu Subdirektorat Pelaporam dalam 

pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait 

implementasi program dan anggaran.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Data, Evaluasi, dan Pelaporan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan recana mengelola 

dan mengembangkan terkait analisis data, 

evaluasi; 

b. penyiapan bahan penyusunan program analisis 

data, evaluasi kinerja; 

c. penyiapan bahan penyusunan dokumen laporan 

kinerja universitas; 

d. penyiapan bahan penyusunan laporan 

pelaksanaan hasil evaluasi dan pelaporan capaian 

indikator kinerja universitas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung 
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Pasal 370C 

(1) Subdirektorat Akuntabilitas Kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 361 huruf d mempunyai tugas 

mengelola dan mengembangkan akuntabilitas kinerja. 

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

Subdirektorat Akuntabilitas Kinerja dibantu oleh Seksi 

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Subdirektorat Akuntabilitas Kinerja 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan untuk menyusun rencana 

akuntabilitas kinerja; 

b. penyiapan bahan untuk merumuskan dan 

menyusun kebijakan akuntabilitas kinerja;  

c. penyiapan bahan untuk menyelenggarakan dan 

mengoordinasikan pelaksanaan program dan 

kegiatan akuntabilitas kinerja;  

d. penyiapan bahan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja;  

e. penyiapan bahan penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

 

 

 

Pasal 370D 

(1) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf b 

mempunyai tugas membantu Subdirektorat 

Perencanaan dalam menyiapkan bahan untuk 

mengelola dan mengembangkan terkait penyusunan 

evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.  
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Evaluasi Pelaksanaan Program dan 

Anggaran menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan recana mengelola 

dan mengembangkan penyusunan evaluasi 

pelaksanaan program dan anggaran; 

b. penyiapan bahan penyusunan program terkait 

evaluasi pelaksanaan program dan anggaran; 

c. penyiapan bahan penyusunan dokumen laporan 

evaluasi pelaksanaan program dan anggaran 

kerja universitas; 

d. penyiapan bahan penyusunan laporan 

pelaksanaan hasil evaluasi pelaksanaan program 

dan anggaran secara berkala; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Pimpinan dan/atau atasan langsung. 

 

52. Ketentuan Pasal 386 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 386 

Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi dan 

Operasional terdiri atas: 

a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi; 

b. Seksi Analis Sistem dan Perancangan; 

c. Seksi Infrastruktur dan Jaringan Komputer; dan 

d. Seksi Pusat Data. 

53. Pasal 388 dihapus. 

54. Pasal 389 dihapus. 

 

 

 

Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku: 

a. seluruh tugas, fungsi, program, kegiatan, 

dokumen, data, arsip, dan layanan administrasi 

pada unit organisasi yang diubah, dihapus, atau 
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BIDANG I 

 
Badan Penjaminan Mutu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Badan Pendidikan Profesi Guru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kepala Badan 

Kepala Divisi Akreditasi 
Nasional Non Kependidikan 

Kepala Divisi Akreditasi 
Internasional Saintek 

Kepala Divisi Akreditasi 
Nasional Kependidikan 

Kepala Divisi Dokumen Mutu 
dan Manajemen Risiko 

Kepala Divisi Akreditasi 
Internasional Soshum 

Kepala Divisi Audit dan 
Monev 

Kepala Divisi Data dan Survei 

Kasi Umum 

Sekretaris 

Kepala Divisi Pengembangan 
dan Pengendalian Mutu 

Kepala Badan 

Sekretaris 

Kepala Divisi 
Akademik dan 

Kemahasiswaan 
 

Kepala Divisi 
Kemitraan dan 

Kerjasama   
 

Kasi Penjaminan Mutu Kasi Alumni dan 
Tracer Studi 

Kasi Akademik Kasi Umum dan 
Keuangan 

Kasi Praktik 
Pengalaman Lapangan 

LENOVO
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Direktorat Pendidikan dan Transformasi Pendidikan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur 
 

Kasubdit Kesejahteraan, 
Karir dan Alumni 

 

Kasi Tracer Study dan 
Alumni 

Kasi Pengembangan Karir 
Mahasiswa 

Kasi Kurikulum dan 
Pembelajaran 

Kasi Minat, Bakat, 
Kompetensi, dan Penalaran 

Kasi Kesejahteraan 
Mahasiswa  

Direktur 

Kasubdit Admisi 

Kasubdit Pembelajaran 

Kasubdit Mobilitas Akademik 

Kasi Penerimaan dan 
Kelulusan 

Kasi Pembinaan 
Mahasiswa Berprestasi 

Kasi Program Persekolahan 

Kasi Pemberdayaan 
Masyarakat  

Kasi Magang 

Kasubdit Pengembangan 
Ormawa dan Alumni 

 

Kasi Kelas Internasional 

Kasubdit Administrasi 
Akademik dan Kelulusan 

Kasi Registrasi Akademik 

Kasi Administrasi 
Kelulusan 

Kasi Pengembangan 
Organisasi Kemahasiswaan 

Kasi Kewirausahaan 
Mahasiswa 

Kasi Pembukaan dan 
Penutupan Prodi 

Kasubdit Pembukaan dan 
Penutupan Program Studi 

Kasi Mata Kuliah Wajib 
Kurikulum 



 

Direktorat Inovasi Pembelajaran Digital  

 

 

 

 

 

 

UPT Perpustakaan  

 

 

 

 

 

 

Direktur 

Kasi Pengembangan 
Konten AI dan Digital  

Kasi Teknologi dan 
Sistem Pembelajaran 

Digital 

Kasi Pembelajaran 
Digital  

Kepala UPT 

Kasi Umum  



BIDANG II 

 

Badan Pengawasan Internal 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Badan Pengelola Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakil Kepala Bidang Bisnis  Wakil Kepala Bidang 
Asrama dan Aset  

Kepala Divisi Aset 

Kepala Divisi Pengelola 
Usaha 

Kepala Divisi 
Pengembangan dan 

Promosi Usaha 

Kepala Badan 

Kepala Divisi Pelayanan 
Kesehatan Kampus Kasi Operasional dan 

Aset 

Kasi Pembinaan, 
Pemasaran, dan 

Pemonitoran 

Kepala Badan 

Sekretaris  

Kepala Divisi Akuntansi 
dan Anggaran 

Kepala Divisi Hukum dan 
Kerjasama 

Kepala Divisi Unit Bisnis Kepala Divisi Aset dan 
Persediaan 

Kepala Divisi SDM dan 
Kemahasiswaan 

Kepala Divisi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Kepala Divisi Manajemen 
Risiko dan Monitoring 

Evaluasi 

Kasi Umum 

Kasi Umum 



Direktorat Keuangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Aset 

 

 
 
 
 

Direktur 

Kasubdit 
Perbendaharaan 

Kasi Akuntansi dan 
Pelaporan 

Direktur 

Kasi Perencanaan, 
Mutasi, dan Evaluasi 

Kasi Pengembangan 
Karir, Data dan 

Informasi 

Kasi Perpajakan 

Kasi Penerimaan 

Kasubdit Akuntansi, 
Pelaporan, dan 

Perpajakan 

Kasi Anggaran 

Direktur 

Kasi Pengelolaan Aset Kasi Operasional Aset Kasi Inventarisasi 
Aset 

Kasubdit Manajemen dan 
Layanan SDM 

Kasubdit Pengelolaan, 
Operasional, dan 
Inventasisasi Aset 

Kasi Pengembangan 
Talenta dan Penghargaan 



Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Pencegahan dan Penangulangan Isu Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Pengelolaan dan Apresiasi Kinerja 

 

 

 

Direktur 

Kasubdit Pencegahan, 
Penanganan Kekerasan 

dan Isu Strategis 

Kasubdit Mitigasi Crisis 
Center 

Kasi Perancangan dan 
Penyusunan 
Peraturan 

Kasubdit Advokasi 

Kasi Tata Laksana dan 
Kearsipan 

Kasi Prevensi dan 
Intervensi 

Kasi Etik dan 
Bimbingan Konseling 

Kasi Kebencanaan 
dan K3 

Kasubdit Reformasi 
Birokrasi 

Kasi Zona Integritas 

Kasubdit Hukum 

Kasi Pendampingan 
Hukum 

Direktur 

Kasi Ideologi dan 
MBBN 

Direktur 

Kasi Evaluasi Kinerja 
Dosen 

Kasi Evaluasi Kinerja 
Tenaga Kependidikan 



 

Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 

 

Kepala 

Kasi Pengembangan Organisasi 
dan Sistem Informasi Barang 

dan Jasa 

Kasi Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 



BIDANG III 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Inovasi, Pemeringkatan, dan Publikasi Ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Kasubdit Publikasi Ilmiah dan 
Pengembangan Jurnal 

Kasubdit Pemeringkatan 
Dalam Negeri 

Kasi Inkubator Bisnis 

Kasi Hilirisasi Riset 

Kasi Pengembangan 
Jurnal 

Kasi Data, Informasi, dan 
Pelaporan Pemeringkatan 

Luar Negeri 

Direktur 

 

Kepala Lembaga  

Kepala Pusat Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

Kepala Pusat Literasi 

 

 

Sekretaris 

Kepala Pusat Halal 

Kepala Pusat Gender 

Kepala Pusat Riset  Kepala Pusat Pengembangan 
Desa dan Daerah 

 

Kepala Pusat Hak dan 
Kekayaan Intelektual 

Kasi Umum 

Kepala Kantor 

Sekretaris Pusat Riset 

Kepala Pusat Komisi Etik 
Penelitian 

Kasubdit Inovasi 

Kasi SDGs 

Kasubdit Pemeringkatan 
Luar Negeri 

Kasi Data, Informasi, dan 
Pelaporan Pemeringkatan 

Dalam Negeri 

Kasi Indeksasi Jurnal 



Direktorat UNESA Science Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat UNESA Smart Sustainability Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur 

Kasubdit Pusat Unggulan 
Iptek Keolahragaan 

Kasubdit Pusat Unggulan 
Iptek Disabilitas 

Kasi Inovasi Olahraga 

Kasi Community Center 
Kasi Pengembangan 
Produk TI Disabilitas 

Kasi Layanan 
Pendidikan dan Usaha 

Disabilitas 

Sekretaris 

Kasubdit Pusat Unggulan 
Iptek Seni Budaya 

Kasi Pengembangan 
Artificial Intelligence 

Direktur 

Kasubdit Eco Green 
Lingkungan dan 

Office 

Kasubdit Eco Green 
Park 

Kasi Pengembangan dan 
Promosi Seni Budaya 

Kasi Seni Produk 
Inovasi Seni Budaya 

Kasi Edukasi 
Monitoring dan 

Evaluasi 

Kasi Manajemen 
Lingkungan 

Kasi Inovasi dan 
Teknologi 

Kasi Komersialisasi 
Produk 

Kasi Informasi 
Teknologi Olahraga 

Kasubdit Pusat Unggulan 
Artificial Intelligence 

Kasi Smart Energy 



BIDANG IV 

Direktorat Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat UNESA Global Engagement (UGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Humas, Informasi Publik, dan Protokoler  

 

 

 

 

 

 

Direktur 

Kasubdit 
Perencanaan 

Kasubdit Pengembangan 
Organisasi, 

Kelembagaan, Sarpras 

Kasi Program dan 
Anggaran 

Kasi Evaluasi 
Pelaksanaan 
Program dan 

Anggaran 

Kasi Pra Desain dan 
Studi Kelayakan 

Kasi Data, 
Evaluasi, dan 

Pelaporan 
Kasi Pengembangan 

Organisasi dan 
Kelembagaan 

Direktur 

Kasubdit Office of 
International Affair  

Kasubdit Partnership 
and Promotion  

Kasi General 
Affairs  

Kasi Research 
and Staff Mobility 

Kasi Student 
Mobility 

Kasi National 
Partnership 

Kasubdit International 
Engagement and 

Grants 

Kasi Media Engagement 
and Database   

Kasi Humas Kasi Informasi Publik 

Direktur 

Kasi Protokoler 

Kasubdit 
Pelaporan 

Kasubdit 
Akuntabilitas 

Kinerja 



Direktorat Branding dan Marketing  

 

 

 

 

 

 

Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasi Bisnis 
Pengembangan Teknik 

dan Kreatif 

Kasi Branding dan 
Marketing 

Kasi Pengembangan 
Sistem Informasi 

Kasi Analis Sistem 
dan Perancangan 

Direktur 

Kasubdit Pengembangan 
Sistem Informasi dan 

Operasional 

Direktur 

Kasi Infrastruktur 
dan Jaringan 

Komputer 

Kasi Pusat Data 



Fakultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah Pascasarjana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakil Direktur I 

Wakil Direktur II 

Kasi I 

SAF Dekan 

Wakil Dekan I Wakil Dekan II 

Program Studi Kepala 
Laboratorium/Bengkel/ 

Studio 

Kepala Kantor 

Kasi I 

Program Studi Koordinator Program 
Studi 

Koordinator Program 
Studi S2  

 

Koordinator Program 
Studi S3  

 Kepala Kantor 

Kasi II 

Kasi II 

Direktur 

Wakil Direktur II 
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